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PERATURAN DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR   12 TAHUN  1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR  13 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KER」 A DINAS TENAGA KERJA KA3UPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAIMAT.TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAttI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI′

bahwasehubungandengantelekMenteriDalamNegeri
Nomor O6L/3320/SJ tanggal 10 Oktober 1995 dan

Nomor O6L/185;7Si-iurrggui 23 Mei 1996 Tentans Adanva

Penambahan S 
" sun S"[* i pada Dir.eas Tenaga Ker j a

Kabupaten ou*tir, Tingkat 1r Kutai maka dipandang
perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten puEiii, iinskat rr Kutai Nomor 13 Tahun

1995;

b.bahwauntukmaksudhurufadiatas,perlumenetapkan
PerubahanPertamaPeraturanDaerahKabupatenDaerah
TingkatIiKutaiNomorl3Thhunlg9STentang
Pembentur<an_organisasidanTataKerjaDinasTenaga
Kerja x"["pui"i-naeran Tingkat II Kutai yang diatur

. dalim suatu Peraturan Daerah

:1.Un4ang-undangRepubliklndonesl"No*o'27Tahun1959
Tentang Penetapan Undang*undang Drt Nomor 3 Tahun

19S3 r.nii"g - pembeni"Xi" Daeiah Tingkat II di
Kalimant"; i16mnaran Negara RI. Nomor 9 Tahun 1953),
sebagai Undang-undang;

2.Undang_undangRepublik]ndonesiaNomor5TahunLgT4
Tentang poxol-poi<ok pemerintahan Di, Daerah (Lembaran

Negara Ri. Nlrnor 3g Tahun !974, Tambahan Lembaran
Negara RI. Nomor 3037 ); I

3.Undang-undangRepubliklndonesia,NomorETahun1-9T4
Tentangpor<ox.pokot<Kepegawaiant(LembaranNegara
Tahun t974 Nomor 55);

4.peraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor6Tahun
1gg8 t""ti"g ,t<oorainasi rnstansi vertikat Di Daerah

ii"*n";; N6gara RI' Nomor 10 Tahun 1988' Tambahan

Lembaran Negaia RI ' Nomor 3373 );

5.PeraturanPemerintahRepubliklndonesj.aNomor45
TahunLgglTentangPenyelenggaraanotonomiDaerah
DenganTitikBeratPadaDaerahTingkatll(Lembaran
Negara ni. -fq"*ot 77 Tahun 1"992, Temabahan Lembaf f,r'l

Negara ni. 
'No*ot 

2al6i ; 
' ;

6. Peraturan Pemerintah Republ j-k Indonesia Noinor I Tahun

199b r.nting-p.rry*."hai sebagaian Urusan Pemerint'ah
Kepada26(duapuluhenam)DaerahTingkatlI
Percontohan;
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Tingkat II′

KeputuSan  Menter■  Dal,m N:g311a営 °8:[ril P131unDalillTentang  PedOman Organ■ Sas
Tingkat II PercontOhan′  _
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Tingkat II Kutai,

10.

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persetujuan
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MenetaPkan

Pasal I

peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1-3 Tahun 1-995

Tentang Pembentukan organisasi nan taia lr'erja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten na*iif, Tingkat-Ii-K;i;i yang disahkan dengan Surat Keputusan

Gubernur xepaii--oi*i"i, ringk;r-i-xi:-itanian Timur Nomor 061-Trr ' 1-389

Tahun i-995 Tanggal- 31 Juli'ig9s dan diundangkan dalam Lemharan Daerah

Kabupaten naeiifr Tingkat ii iutai Tahun fggS Nomor 13 vang diubah

pertima kalinYa sebagai berikut :

Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf c diubah dan harus dibaca :

c. Seksi penempatan tenaga 
-i"rja dan Perluasan Kerja' terdiri

atas :

Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
Sub Seksi Perluasan Kerja;
SubSeksiPembinaanLembagaPemberj-anKerja.

Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf d diuhah dan harus dibaca :

d. seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :

SubSeksiPelatihandanProduktivitasTenagaHerja;
Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan;
Sub Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta'

Pasal 6 ayat {1) huruf e diubah dan harus dibaca :

e. seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja' terdiri
atas :

Sub Seksi Hubungan Kerja;
Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja;
SubseksiHubunganPekerjadanPengusaha;

- Sub Seksi F*r".iisihan Hubungan Ketenagakerjaan'

pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) seksi dan 2 (dua) sub seksi
yaitu :

i. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas :

Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi;
SuhseksiPem}rinaanNormaKetenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

I PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  II  KUTAI
PERATURAN  DAERAH  KABUPATENTENTANG  PERUBAHAN  PERTAMA

DAERAH  TINGKAT  II KUTAI NOMOR 13  TAHUN  1995  TENTANG
TATA KER」A DINAS TENACA KERJAPEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
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Pasal II

peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan'

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini denlan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai'

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA′

tdt

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tangga1  26 September 1997.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI′

DRS. H. SYAUKANI. HR.

tdt

DRS. H.A.M. SULAIMAN`

DISAHKAN
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Kepala Biro Hukum′
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Ao YASPAR HASIM′  SH.
NIP. 550 006 102.
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Nomor  8 Tangga1  20  Apri1  1998
Plto Sekretaris Wilayah Daerah′

tdt

IR. Ho SOEBIANTO.
NIP, 550 006 167.

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum′

DRS. AGUSTINUS MARKUS.
NIP, 0■ 0 082 188.


